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Abstract
The divorce rate, particularly talak divorce, in Pemalang Regency has increased year by year, reaching 2,338 cases in 2022. This raises questions for the author regarding post-divorce rights, especially the iddah maintenance rights of women who have been divorced by their husbands, and whether these rights are fulfilled. The fulfillment of these post-divorce rights can be pursued by seeking legal assistance at POSBAKUM or legal aid institutions to ensure these rights are met, particularly at legal aid institutions that are mandated to provide free legal assistance programs.

This research employs a qualitative method, using an empirical approach to address the issue. The primary data source for this study was collected through in-depth interviews with advocates at the Perisai Kebenaran Legal Aid Institute in Pemalang. Additionally, secondary data sources were obtained from books, journals, theses, documents, and others. The data collected were then analyzed using the analysis method developed by Miles and Huberman.
The results of this study are: 1) The legal assistance provided by the Perisai Kebenaran Legal Aid Institute includes representation, accompanying clients, and defending clients, whether through litigation or non-litigation means. 2) The legal assistance provided by the Perisai Kebenaran Legal Aid Institute in Pemalang complies with Law No. 16 of 2011 on legal aid, specifically articles 3, 4, 8, 12, and 18. 3) The legal assistance provided by the Perisai Kebenaran Legal Aid Institute in Pemalang has been effective, as assessed through Soerjono Soekamto's theory of legal effectiveness.
Keywords	: Legal Assistance, Iddah Maintenance, Effectiveness of Legal Assistance.

Abstrak
Angka perceraian terutama cerai talak di kabupaten pemalang meningkat dari tahun ketahun hingga mencapai 2338 kausu di tahun 2022. muncul pertanyaan dari penulis tentang hak-hak pasca perceraian terutama hak nafkah iddah perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya apakah terpenuhi atau tidak, pemenuhan hak-hak pasca perceraian itu dapat diusahakan dengan meminta bantuan hukum di POSBAKUM maupun Lembaga bantuan hukum untuk mengusahakan terpenuhinya hak tersebut terutama di lembaga bantuan hukum dimana lembaga tersebut di amanati dengan memberikan program bantuan hukum secara gratis.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris, sumber data yang digunakan penelitian adalah sumber data primer, dimana dalam penelitian ini sumber data ‎dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan advokat di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran cabang Pemalang.‎ Selain itu peneliti menggunakan sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, tesis, dokumen, dan lain-lain, data-data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode analisis milik Miles dan Huberman.
Hasil dari penelitian ini adalah 1). Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga bantuan hukum Perisai Kebenaran adalah bantuan hukum untuk mewakili klien, mendampingi klien dan membela klien baik itu menggunakan jalan litigasi maupun non litigasi. 2). Bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah sesuai dengan UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 3,4,8,12,dan18.  3). Bahwa bantuan hukum yang di berikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah efektif dinilai dari teori Efektifitas Hukum milik Soerjono Soekamto.
 Kata Kunci	: Bantuan Hukum, Nafkah Iddah , Efektifitas Bantuan Hukum
 

PENDAHULUAN
Bantuan hukum merupakan pelayanan dan pendampingan hukum diberikan oleh penyedia layanan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat guna menikmati segala hak yang diberikan oleh undang-undang dan menjamin persamaan hukum dalam proses hukum. Dasar bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur  mengenai aturan, proses dan prosedur dalam pemberian dan penerapan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki tujuan untuk memberikan perasaan dilindungi oleh hukum kepada pencari keadilan, membuka akses terhadap persidangan kepada setiap orang serta menjamin pemerataan perlindungan hukum di indonesia. 
Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga mandiri yang memberikan jasa  bantuan hukum secara cuma-cuma mempunyai peranan penting bagi negara Indonesia yang menerapkan prinsip persamaan di depan hukum, hal tersebut demi terciptanya perlindungan hukum untuk semua orang sebagai pokok dari semua hukum dan terwujudnya kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum. Bantuan hukum yang diberikan LBH dalam UU No. 16 tahun 2011 melingkupi bantuan hukum dalam hal-hal seperti perkara yang penyelesaiannya melibatkan pengadilan maupun penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus pidana, perdata dan tata usaha negara.
Angka perceraian di Kabupaten Pemalang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 5.438 di tahun 2022, angka ini meningkat sebanyak 11 persen dari tahun lalu sebanyak 5.328 di tahun 2021[footnoteRef:0], data terbaru menyebutkan pada tahun 2023 angka perceraian di kabupaten Pemalang mencapai 3.823 kasus dan pada bulan juli tahun 2024 saja angka perceraian sudah mencapai 2.211 kasus.  [0:  Alwi assagaf, ”Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya”,  diakses dari (https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya.), pada tanggal 24 November 2023, pukul 12:29 WIB.

] 

Dari 5.438 di tahun 2022, terbagi menjadi dua yaitu  kasus perceraian sebanyak 3.100 diajukan oleh pihak perempuan atau cerai gugat, alasan dari cerai gugat tersebut bermacam-macam yang paling banyak adalah karena permasalahan ekonomi, yang kedua adalah faktor perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan pernikahan, yang ketiga adalah keinginan poligami oleh suami dan faktor  terakhir adalah karena KDRT yang dialami oleh istri. Dan sebanyak 2.338 kasus adalah cerai talak yang dilayangkan oleh suami di mana alasan dalam cerai talak ini kebanyakan adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga, alasan lainnya adalah pihak istri melakukan nusyuz dan alasan ke tiga adalah persoalan ekonomi yang menyebabkan cekcok antara pihak suami dengan pihak istri.
Muncul pertanyaan bagaimana dengan perempuan yang diceraikan oleh suaminya apakah mereka memperoleh hak mereka dari suami terdahulu, apakah mereka memperoleh nafkah iddahnya dan pertanyaan yang lain-lain,  pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dari reaksi dari fenomena sosial di mana suami mengabaikan bahkan tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istrinya setelah bercerai. Bahkan menurut Hardinal bahwa putusan pengadilan tunjangan muṭ'ah dan tunjangan iddah biasanya tidak sepenuhnya dilaksanakan, yaitu mantan pasangan sengaja mengabaikan tunjangan iddah dan tunjangan mut'ah setelah bercerai. seorang istri meminta hak-haknya seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah hadanah kepada mantan suaminya dengan cara memintakan pembayaran atas hak-haknya pada saat proses persidangan sedang berlangsung,  perempuan yang sedang menjalani persidangan khususnya perceraian dapat meminta bantuan hukum agar mantan suaminya membayarkan hak-haknya kepada POSBAKUM yang tersedia di setiap Pengadilan Agama bisa juga dengan mengajukan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum sehingga hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan paska perceraian seperti nafkah iddah dapat dibela dan diperjuangkan oleh lembaga bantuan hukum.
Dengan adanya LBH yang memberikan pembelaan terhadap hak-hak klien-nya secara cuma-cuma, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para perempuan yang sedang menggugat atau digugat cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama untuk memenuhi hak-haknya seperti nafkah iddah. Salah satu dari LBH tersebut adalah LBH Perisai Keadilan yang berada di Kota Pemalang, LBH Perisai Kebenaran  mengupayakan agar hak-hak perempuan yang diceraikan  dapat dipenuhi baik hak yang belum diberikan maupun hak yang dilalaikan oleh suami ter-dahulunya serta LBH Perisai Kebenaran dapat memberikan bantuan  hukum bagi perempuan di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis menentukan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: (1) Bantuan hukum seperti apa yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran dalam upaya pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang di ceraikan ? (2)  Apakah Bantuan yang diberikan oleh LBH Perisasi Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan sudah berdasarkan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum ?  (3) Seberapa efektifkah bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang bercerai ?. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bantuan hukum yang ditawarkan LBH Perisai Kebenaran untuk pemenuhan nafkah bagi perempuan yangdi ceraikan. (2) Untuk mengetahui bantuan hukum yang ditawarkan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan berdasarkan Undang-Undang tentang bantuan hukum. (3) Untuk mengetahui efektivitas bantuan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang bercerai di Pengadilan Agama Pemalang.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan persoalan yang bersumber pada perilaku masyarakat terhadap suatu sistem hukum tertentu. Data penelitian ini bersumber dari hasil dari wawancara secara mendalam dengan para advokat yang ada di LBH Perisai Kebenaran yang akan disebut dengan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau pendukung yang bisa didapatkan dari bahan dari perpustakaan atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Baik berupa buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian, yang kemudian dipadukan dengan data primer yang sudah di dapatkan guna untuk memperoleh hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang Dalam Upaya Pemenuhan Nafkah Iddah Bagi Perempuan Yang Diceraikan.
Dalam menjalankan bantuan hukum tersebut LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dapat berperan untuk :
1. Mewakili klien.
	Dimana penerima hukum menyerahkan kuasanya untuk beracara di persidangan kepada tim litigasi dari LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang, hal ini terjadi apabila penerima bantuan hukum setuju untuk menyerahkan kuasa hukumnya kepada LBH dengan adanya surat kuasa khusus, fungsi dari mewakili klien adalah untuk menggantikan kehadiran penerima bantuan hukum apabila berhalangan dalam menghadiri persidangan, lebih jauh lagi dapat menggantikan sepenuhnya dari kehadiran penerima bantuan hukum.
2. Mendampingi Klien
	Pendampingan ini dilakukan dalam segala bentuk upaya hukum dari penerima bantuan hukum untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini dilakukan karena klien masih awam terhadap tata cara dan proses-proses hukum dalam persidangan, sehingga membutuhkan adanya pendampingan dari pemberi bantuan bantuan hukum, dalam hal ini adalah LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sebagai penyedia dan pemberi bantuan hukum.
3. Membela Klien
	Membela klien dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum hingga permasalahn hukumnya selesai dan memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah konsep dari membela klien yang dipegang oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dalam memberikan bantuan, dalam menjalankan peran ini LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang  diperbolehkan melakukan tindakan hukum dengan tujuan yuntuk  mempermudah klien dalam memperoleh hak-haknya.
Bantuan hukum diatas adalah bantuan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang secara general, pada praktiknya bantuan Hukum yang diberikan akan lebih terspesialiasai lagi entah itu bantuan yang hanya mewakili klien, mendampingi klien atau membela klien saja tergantung bantuan hukum yang diinginkan dan kondisi penerima batuan hukum.Dalam kasus pemenuhan nafkah iddah LBH Perisai Kebenaran memandang nafkah iddah adalah suatu hak yang melekat bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, oleh sebabnya pemenuhan nafkah iddah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Dalam persidangan cerai talak sebelum pembacaan ikrar talak sang suami diwajibkan membayar nafkah iddah terlebih dahulu atau sidang pembacaan ikrar talak di mundurkan agar sang suami dapat membayar nafkah iddah tersebut atau saat pengambilan akta cerai oleh si suami. Oleh karena itu LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang juga menerima permohonan bantuan hukum pada kasus pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan dengan membuka bantuan hukum, bantuan hukum yang dimaksud adalah:
1. Bantuan hukum secara litigasi
	Permasalahan hak nafkah iddah istri yang diceraikan oleh suaminya berarti melalui proses persidangan cerai talak atau persidangan cerai yang di inisiasi oleh pihak suami sebagai penggugat dan pihak istri sebagai tergugat. Mengingat bahwa tergugat masih awam akan tata cara dan proses-proses persidanganp maka biasanya orang akan memberikan kuasa hukumnya pada seorang advokat yang mengerti dan paham dalam beracara di persidangan. Bantuan hukum yang biasanya tawarkan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yang berkaitan dengan litigasi adalah mewakili penerima bantuan dari sidang pertama sampai ikrar cerai oleh suami. Bantuan hukum pada jalur ini adalah seperti mewakili klien dalam persidangan jika klien berhalangan, mendampingi klien apabila klien merasa perlu didampingi oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sebagai pemberi bantuan hukum dan membela kepentingan klien hukum seperti membela hak-hak yang didapatkan setelah bercerai dengan suaminya.


2. Bantuan hukum secara semi-litigasi.
	Bantuan hukum semi-litigasi adalah penyelesaian kasus atau sengketa yang sifatnya berada diantara litigasi (proses persidangan) dan non-litigasi (proses diluar persidangan), biasanya bantuan hukum ini diberikan pada saat awal sengketa atau saat sidang mediasi, atau karena klien ingin menghindari proses persidangan karena terkendala biaya, waktu ataupun faktor lainnya bisa juga terjadi karena pemberi bantuan hukum melihat adanya potensi untuk terjadi kesepakatan diluar dari pengadilan. Bantuan hukum yang ditawarkan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang untuk jalan semi-litigasi ini adalah pendampingan penyelesaian sengketa diluar persidangan kepada penerima bantuan hukum seperti mediasi, negosiasi atau bentuk yang sejenisnya.
B.  Analisis bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan diceraikan  berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
	UU No 16 Tahun 2011 merupakan acuan tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, di dalamnya terdapat pasal-pasal aturan tentang syarat dan bagaimana bantuan hukum diberikan, pasal 3 merupakan tujuan diadakannya bantuan hukum, pasal 4 ayat (2) adalah permasalahan hukum yang dapat diajukan bantuan hukumnya, pasal 8 ayat (2) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum sebelum memberikan bantuan hukum, pasal 12 adalah hak-hak yang diperoleh penerima bantuan hukum, pasal 14 ayat (1) adalah syarat dalam mengajukan bantuan hukum oleh pemohon bantuan.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa esensi dari pemberian bantuan hukum yaitu pemberi bantuan hukum diharuskan menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum yaitu mendapat akses keadilan dalam perkara yang sedang mengangkutnya. Serta mewujudkan hak konstitusional berupa persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa memandang status, ras, agama dan gender sebagai hak yang diperoleh oleh warga negara, tujuan selanjutnya dari bantuan hukum yang diharapkan dari UU No 16 tahun 2011 adalah terciptanya peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika telaah secara saksama maka bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang maka akan diperoleh kesimpulan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang khususnya dalam persoalan pemenuhan nafkah iddah  adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum yaitu memperoleh nafkah iddah yang layak dari mantan suami yang menceraikannya dan tercapainya prinsip persamaan kedudukan di muka hukum dengan cara menerima permohonan bantuan hukum bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya demi memperoleh hak nafkah iddahnya.
Dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa permasalahan hukum dapat dibantu adalah permasalahan hukum keperdataan, pidana dan tata usaha  negara baik melalui jalan litigasi maupun jalan non litigasi. Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema bantuan hukum untuk pemenuhan nafkah iddah perempuan yang diceraikan yang mana kita ketahui bersama bahwa permasalahan masuk ke dalam jenis perdata dimana ada dua pihak yang berselisih tentang suatu hak dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya oleh sebab itulah  kasus tersebut dapat diberikan bantuan hukum oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sebagai pemberi bantuan hukum.
Pada pasal 8 UU No.16 Tahun 2011 yang mengatur syarat formil sebuah lembaga dapat menjalankan program bantuan hukum disebutkan bahwa harus memenuhi persyaratan a). lembaga tersebut haruslah berbadan hukum, b). memiliki akreditasi menurut undang-undang bantuan hukum, c).memiliki kantor yang tetap,  d). memiliki struktur organisasi, dan  e). memiliki program bantuan hukum.  Jika ditelaah lagi, syarat tersebut dimiliki oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yang mana merupakan lembaga atau organisasi jadi syarat pertama sudah terpenuhi dengan sendirinya syarat pada huruf (a). Selanjutnya syarat kedua atau pada huruf (b) adalah lembaga tersebut haruslah terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum yang mana LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sudah terakreditasi “A” walaupun akreditasi tersebut mengikuti LBH Perisai Kebenaran Pusat yang berada di Purwokerto. Syarat pada huruf (c) adalah memiliki kantor dan sekretariat yang tetap yang lagi-lagi LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang juga memenuhi kriteria tersebut kantor dan sekretariatnya berada di jalan Sulawesi No.15 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Syarat pada huruf (d) adalah memiliki struktur kepengurusan organisasi yang juga sudah terpenuhi dengan ketuanya adalah Misbakhul Munir,SH. MH. Dan struktur kepengurusan lainnya. Dan syarat terakhirnya pada huruf (e) adalah memiliki program bantuan hukum, LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang adalah lembaga dedicated yang tujuan berdirinya adalah untuk menjalankan program bantuan hukum yang ada di wilayah Pemalang.
Mengenai hak yang diperoleh oleh penerima bantuan hukum yang diatur dalam pasal 12 menyatakan bahwa bantuan hukum yang diterima oleh penerima bantuan hukum haruslah berlangsung hingga permasalahan hukumnya selesai dalam kasus ini adalah pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dalam hal ini membuktikan dengan menyelesaikan kasus pemenuhan nafkah iddah hingga selesai dengan menyelesaikan bantuan hukum untuk kasus tersebut sebanyak 18 kasus diselesaikan pada tahun 2020, 14 kasus diselesaikan pada tahun 2021, 16 kasus diselesaikan pada tahun 2022, 11 kasus diselesaikan pada tahun 2023 dan sementara 7 kasus diselesaikan pada Agustus 2024, dengan total sebanyak 66 bantuan hukum pada kasus pemenuhan nafkah iddah pada perempuan yang diceraikan dari tahun 2020-2024. Pada poin kedua pada pasal diatas disebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan haruslah sesuai dengan standar dari bantuan hukum secara general dimana dalam bantuan hukum  yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang pada umumnya meliputi konsultasi hukum saat pertama kali bertemu dengan pihak istri, di dalamnya membahas tentang hak-hak apa saya yang ingin dituntut oleh pihak istri kepada pihak suami, pemberian bantuan legal drafting yang didalamnya berisikan bantuan hukum tentang surat jawaban dari gugatan pihak suami dan pembuatan surat gugatan rekonvensi, menjadi kuasa hukum dan pengawalan kasus hingga sampai putusan dikeluarkan oleh majelis hakim hingga sidang ikrar talak yang terakhir yang mana sudah sesuai dengan standar bantuan hukum secara general. Pada poin ketiga dalam pasal diatas pada dasarnya adalah sama dengan fungsi konsultasi dimana pemberi bantuan hukum memberikan informasi dan berkas ataupun dokumen terkait dengan bantuan hukum yang diberikan untuk kelancaran jalanya persidangan.
Pasal 14 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan tata cara dan proses-proses pemberian bantuan hukum yang diminta oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dimana: a). penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat pokok perkaranya, b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, c).melampirkan surat keterangan miskin dari lurah / kepala desa / pejabat setingkat.  Kasus yang ditangani oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sendiri kebanyakan kasus yang datang adalah kasus penunjukan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pemalang yang kemudian akan diserahkan kuasa dan pendampingan kasus tersebut kepada LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang namun LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang juga meminta pada bantuan hukum untuk melengkapi formulir pendaftaran bantuan hukum yang berisi identitas penerima bantuan hukum, pokok permasalahan, lampiran surat-surat seperti fotokopi KTP, salinan surat gugatan (opsional), surat keterangan miskin dari desa / kelurahan dan uraian permasalahan yang nantinya akan dibaca dan dipahami oleh tim litigasi dari LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang serta akan diberikan surat balasan apakah kasus tersebut akan diterima atau ditolak bantuan hukumnya setelahnya.
C. Analisis Efektifitas Bantuan Hukum Oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang Terhadap Pemenuhan Nafkah Iddah Bagi Perempuan Yang Diceraikan.

Efektifitas bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dapat kita ukur menggunakan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto dengan menggunakan beberapa variabel alat ukur yaitu : 
Faktor hukum, Dalam konteks program bantuan hukum sendiri mengacu pada UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang di dalam undang-undang mengatur penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah yang wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum (LBH), serta proses bantuan hukum itu diberikan. Selain undang-undang No 16 tahun 2011 ada juga Peraturan menteri hukum dan HAM No 10 tahun 2015 tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang didalam permenkumham ini mengatur tentang prosedur teknis pelaksanaan bantuan hukum diberikan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Ada juga Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang didalamnya mengatur profesi advokat juga berperan dalam pemberian bantuan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Secara substansi apa yang ada dalam UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sudah secara detail mengatur tentang bantuan hukum secara general dimana dalam undang-undang membicarakan proses bantuan hukum, penerima bantuan hukum, syarat mendapatkan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dan pendanaan untuk bantuan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU No16 tahun 2011 sudah memadai secara substansi. 
Faktor aparatur penegak hukum, penilaian-nya pada keandalan dan profesionalisme dari para aparat penegakan dalam menangani permasalahan yang akan timbul. Mengaitkan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yang diberikan untuk kasus pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang diceraikan yang notabene adalah kasus perdata maka yang diutus untuk menangani permasalahan ini adalah divisi Litigasi dan non litigasi dimana sebagian besar kasus yang diselesaikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dalam kasus ini diselesaikan melalui ranah litigasi yang berarti menggunakan sistem peradilan dimana kapabilitas seorang advokat akan sangat membantu untuk memenangkan suatu kasus. Dengan adanya trek rekor sebanyak 66 kaus pemenuhan nafkah iddah yang sudah diselesaikan selam periode 2020-20224 dan rata-rata kasus yang ditangani menghasilkan kemenangan maka rasa poin keandalan patut kita berikan pada para advokat di LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang.  
 Fasilitas pendukung, mencakup personel yang terlatih dan berkualifikasi, pengorganisasian yang baik, peralatan yang baik, pendanaan yang cukup, penulis dalam hal ini akan memfokuskan pada personel yang terlatih dan peralatan yang baik. Dalam kaitannya dengan bantun hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dalam menangani kasus pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan fasilitas berupa personel (advokat) yang terlatih dan berkualifikasi merupakan sebuah keharusan karena dalam proses litigasi advokat yang terlatih dan berkualifikasi serta andal dalam hukum acara dapat mengamankan kepentingan hukum dari penerima bantuan hukum di mana dalam kasus ini adalah hak memperoleh nafkah dari suami yang menceraikannya. Yang kedua adalah peralatan yang dalam kondisi baik,  pada pembahasan kali ini penulis akan berfokus pada fasilitas yang ada di LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang  yang  terdapat beberapa komputer pribadi dan laptop, printer, kertas dan alat-alat kantor lainnya yang biasanya digunakan oleh para advokat yang berada dalam kondisi bagus dan terawat.  Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai yang dimiliki oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang membuat para klien cukup nyaman, apalagi ditambah dengan penataan ruang kerja yang tanpa sekat membuat efek psikologi bahwa tidak ada jarak antara pemberi dan penerima bantuan hukum, hal ini dibuktikan tidak adanya keluhan dari para penerima bantuan hukum terkait dengan fasilitas yang ada di LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang. 
Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan, dalam hal ini penulis menuliskan dua faktor menjadi satu karena pada dasarnya fokus dari kedua faktor tersebut adalah mirip yaitu faktor masyarakat mengukur kesadaran kolektif masyarakat terhadap hukum sedangkan faktor kebudayaan adalah mengukur kebudayaan atau kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Dalam kasus bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang  untuk kasus pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan maka kesadaran hukum yang dinilai adalah bentuk pemanfaatan bantuan hukum tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, dari data yang dikumpulkan penulis antusiasme masyarakat terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang cukup baik dan dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dalam periode 2020-2024 saja LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sudah mengeluarkan bantuan hukum untuk kasus ini sebanyak 66 kasus dan ke semua kasus tersebut dapat dimenangkan dengan terpenuhinya nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai bantuan hukum terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Dalam menjalankan program bantuan hukumnya, LBH Perisai Kebenaran 	cabang Pemalang memberikan bantuan hukum untuk kasus pemenuhan nafkah 	iddah bagi perempuan yang diceraikan berupa: Mewakili klien, Mendampingi 	klien dan Membela klien. Dan untuk jalan yang ditempuh menggunakan jalan 	litigasi dan menggunakan jalur non litigasi.
2. Dalam menjalankan program bantuan hukum, setiap organisasi bantuan hukum 	diharuskan tunduk dan patuh untuk menjalankan UU No 16 Tahun 2011 	tentang Bantuan hukum khususnya pada pasal 3, 4, 8,12 dan 14 di mana dalam 	pasal-pasal tersebut berisi syarat dan bagaimana batuan hukum diberikan, 	dimana dalam penelitian di temukan bantuan hukum untuk pemenuhan nafkah 	iddah bagi perempuan yang diceraikan yang diberikan oleh LBH Perisai 	Kebenaran cabang Pemalang  telah sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. [bookmark: _GoBack]Efektifitas bantuan hukum untuk pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan 		yang diceraikan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang 			Pemalang dapat dikatakan sudah efektif berdasarkan teori efektifitas hukum 		yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto.
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